
Meni bang 

Mengingat 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a, bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Pasal 31 1 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah d iubah 

bebera a kali terakhir dengan Un dang-Undang Nomor 11 
Tahun 20 20 tentang Cipta Kerja dan Pasa l 104 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keu angan Daerah, Bupati Kota wajib 
me gajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h Tahun 

A ggaran 2022 kepada Dewa n Perwakilan Rakyat Daerah 
untuk m emperoleh persetujuan bersama; 

b , bahwa Rancan gan Peraturan Daerah ten tang Anggaran 
Pendapata n da n Belanja Daerah ya ng diajukan 

sebaga'mana dim aksud pada h u ruf a , merupakan 

perwuj dan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 yang di 'abarkan ke dalam Kebijakan Umum 
Anggara n Pendapata n dan Belanja Da erah serta Prioritas 
dan Plafon Anggaran Semen tara yang telah disepakati 
Peme ' tah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

dalam Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Ka a de g Men bah Undang-Undang 

No 1 Ta hu 95 g Pemben tu kan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Bara t (Lembaran N ega ra epublik I donesia Tah n 1968 

Nomor 31, Ta bahan Lembaran Negara Re u blik 

n onesia Nomor 285 1); 

3 . Undang-Undan om or 17 Tahun 2003 tentang Ke angan 

Negara (Lembara Negara epublik Indonesia Tah n 2003 

Nomor 47, Tam bahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4286); 

e ublik 

4. Undan :.-Undang 

P e daharaan 

omor 1 Tahun 2004 tentang 

N egara (Lembaran Negara Republik 

5. 

Nomor 5, Ta baha n Lem baran 

); 
Ta . un 004 tenta g Sistem 

can an Pemb gunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tahu 2 0 4 Nomo 104, Tambahan 
Lembaran egara Republik Indon sia Nom or 442 1); 

6. Undang-Undang N mor 28 T hun 2009 tentang Pajak 

a erah d n Retrib s i Da rah (Lem aran N egara epublik 

In 0 sia Tahu 2 09 Nom r Lembaran 
Negar repub 'k Ind esia 1 0 or 5049) sebagai ana telah 
diu bah dengan Un ang-Un ang 0 or 1 1 Tahun 2020 
tentang Cip a Kerja (Le aran Negar R publik Indonesia 

Tahun 2 020 Nomor 245, Tambahan embaran Negara 

epub 'k In onesia Nom r 657 ); 

7. Undang-Und ng Nom r 23 Tahun 2014 

Pemerintaha a rah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahu 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
ten g t P t an Pemerintah Nomor 23 
Tah 2 5 tenta g an 
Layanan Umum (Lembaran Negara 
Tah n 2012 Nomor 1'7 1, am a ha 
Republik Indones ·a Nomor 5340); 

Ke a ngan Badan 
Repub ik Indonesia 

Lemba ran Negara 

10. erat ran Peme intah Nomor 71 Tahun 2010 en ang 

Standar Akuntans i Pemerintahan (Lembaran N gara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Ta m bahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia om or 5165); 

1. Peraturan Pemerintah N m or 27 T un 2014 t ntang 
laa B ' ang Milik Ne ara/ Daerah (Le baran 

egara Repu i I oneSla a un 4 mor 92, 
an L m bara n 

5533) se a gm an te 
Pemerin tah No or 28 Tah 
Atas eraturan Pem erinta 1 

Pen e olaan B ang Milik 

egara Re ik I n eSla 

n ia Nomor 
deng P aturan 
tentang erubahan 

14 tentang 

( mbaran 

a un 2020 N m r 142, 

Ta mbah Le ara N ara R p blik In donesi Nomor 
6 523) ; 

12 . Perat n emerintah Nom or 12 Tahun 2 01 7 tentang 
em bin aan dan Pe. gawasan Pe yele ggaraa n Pemerintah 

D era h ( mbar Negara Repu blik I onesia Tahun 2017 

Nom r 7 3, Ta ahan Lem baran Negara Republik 

Ind nesi Nom or 041); 
13. Pe turan Pemerin a NO! or 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuanga dan Admi istra i impinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
en g P do an Anggaran Pendapatan dan 

Be ja Daerah Ta ggaran 2022 (Berita Negara 
Republik I ones 'a Tahun 2021 Nomor 27); 

18. Peraturan Daerah Kabupate Tasikmalaya N m o 7 Tahun 

2010 tentang ncana Pembangunan Jangka P jang 
Dae ah (RPJPD) K bupaten Tasikmalaya Tahun 2 5-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta h un 
2010 Nomor 7); 

19. Peraturan Daer Kabupaten Tasikma aya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang T ta Cara Pembentukan Produk ukum 
Daerah (Lembaran Daera K bupaten Tasikmalaya Tahun 
20 6 Nomor 1); 

20. Ka Tahun 
20 6 t U r n Pemeri an 

ewenangan P m erinta 
aerah a u a n 

Ka u paten 
a 'kma y 

ang enjadi 
Ta sikmalaya 

n 2016 

2 1. Per t ran Daer Kab . paten Tasik a laya omor 10 
Tahu 201 4 te tall i ... ·tem erencanaan Pe b gunan 

aerah Kabupaten T sikmalay (Le baran Daerah 
Ka b pa ten Ta . laya Tah n 2014 om or 10); 

22 . Peraturan Dae a h Kab paten Ta sikmalaya Nom or 7 Tahun 
201 6 ent Pem bent kan da n Susu a n Perangkat 

Daerah (Lembaran Daera Kabu ate Tasikmalaya Tahun 
20 16 N mor 7), sebagaim a telah iubah dengan 
Pera ran Daerah Kabupaten Ta ikmalaya Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Peru bah Ked a atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasi m alaya omor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan d n Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3) . 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN: 

5 

Menetapkan PERATURJ N DAE RAH TENTA G A GGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Per' turan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Bu a t i adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Da rall. Kabupaten adalah Daerah upaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah Kabup . ten adalah Bupaf sebagai unsur penyele ggara 

pem rintaha daerah y ng memim pin pelaksanaan u rusan pemeri tahan 
yan m e jadi kewe a g n daera ot om. 

4. Pemerin ta an Daer adalah en yelen araan urusan pemerin tahan oleh 
Pemerin a Da ah an ~ rakya aerah m en u rut asas 
oton m i dan tugas pem antuan otonomi sel a s -luasnya 
dala s ' t m dan prinsip I egara esa uan epu n don sia se a gaimana 
dimaksud dalam Und g-U dang Da sar Negara Republik Indonesia Tahun 
194 . 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah a dalah k e eluru an kegiatan yan g meliputi 
pere ca na n , penganggaran, p elaksanaan, pena tausahaan, pelaporan, 
perta ggun gjawaban, a n pe ga a a ke anga n daerah . 

6. Peneri a n Da erah a dal u ang yang masuk e kas D erah. 
7. Pengelu an Dae ah ada ah uang yang keluar dari kas aerah. 
8. Pendapata n aera a dal h se hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah n ilai kekay an bersih periode t un anggara n berkenaan 
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya d isebu t Pajak, ad alah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang teru g 0 eh ang pri adi a tau bad an yang bersifat 
memaksa berdasarkan ndang-Und ng, ngan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digun an untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran raky t. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah. 

11. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan di tetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 
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13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD. 

Pasal2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 
APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 berjumlah 
Rp3.221.846.205.824,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar delapan 
ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu delapan ratus dua puluh 
empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 
daerah dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Daerah Rp3.130.205.287.062,00 
b. Belanja Daerah Rp3.221 .846.205.824,00 

Surplus/ (Defisit) (Rp91.640.918.762,00) 
c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp143.640.918 .762,00 
2. Pengeluaran Rp52.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto (Rp91.640.918.762,00) 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO 

Pasal3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.130.205 .287.062,00 (tiga triliun 
seratus tiga puluh miliar dua ratus lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu 
enam puluh dua rupiah), yang bersumber dari: 
a. Pendapatan asli; 
b. Pendapatan transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp335.806.567.809,00 (tiga ratus tiga puluh lima 
miliar delapan ratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan 
ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp89.085.825.000,00 (delapan puluh sembilan m iliar delapan puluh 
lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp9.083.606.100,00 (sembilan miliar delapan puluh tiga juta enam 
ratus enam ribu seratus rupiah). 
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(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud pad a ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.447.000.000,00 
(dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.190.136.709,00 (dua ratus 
sembilan miliar seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu 
tujuh ratus sembilan rupiah). 

Pasal5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp2.775.259.219.253,00 (dua triliun tujuh ratus 
tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus 
sembilan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp2.619.443.721.000,00 (dua triliun enam 
ratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus 
dua puluh satu ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp155.815.498.253,00 (seratus lima puluh 
lima miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh 
delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah). 

Pasal6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.139.S00.000,00 (sembilan belas miliar 
seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pendapatan hibah; 
b. Dana darurat; 
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar RpI8.839.S00.000,00 (delapan belas miliar delapan 
ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
direncanakan. 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Anggaran belanja daerah tahun 
Rp3.221.846.20S.824,00 (tiga triliun 
ratus empat puluh enam juta dua 
empat rupiah), yang terdiri atas: 

Pasal7 

anggaran 2022 direncanakan sebesar 
dua ratus dua puluh satu miliar delapan 

ratus lima ribu delapan ratus dua puluh 
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a. Belanja operasional; 
b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga; dan 
d. Belanja transfer. 

Pasal8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.301.122.047.776,OO (dua triliun tiga ratus satu 
miliar seratus dua puluh dua juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh 
puluh enam rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 
e. Belanja hibah; dan 
f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp1.439.098.375.655,OO (satu triliun empat ratus tiga puluh 

Sembilan miliar Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima 
ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp561.641.786.271,OO (lima ratus enam puluh satu 
miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam 
ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak 
direncanakan. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf d tidak 
direncanakan. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp297.881.885.850,OO (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar 

delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima 

ribu delapan ratus lima puluh rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

Pasal9 

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
direncanakan sebesar Rp183.729.892.938,OO (seratus delapan puluh tiga miliar 
tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu 
sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 
c. Belanja modal bangunan dan gedung. 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
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e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. Belanja modal aset tidak berwujud. 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang 
terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rp696.994.265.110,00 (enam ratus Sembilan puluh 

enam miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam 

puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja bagi hasil; dan 
b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp9.816.943.110,00 (sembilan miliar delapan ratus 

enam belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh 
rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp687.177.322.000,00 (enam ratus delapan puluh 
tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu 

rupiah). 

Pasal12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp91.640.918.762,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta 
Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang 

terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf a direncanakan sebesar RpI43.640.918.762,00 (seratus empat puluh 
tiga miliar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas ribu 

tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b. Pencairan dana cadangan; 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. Penerimaan pinjaman daerah; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpI43.640.918.762 ,00 
(seratus empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh juta Sembilan 
ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 
direncanakan. 

(4) Hasil penjualan kekayaan dae a yang .p . ah an b g ·m ana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan. 

(5) Penerim aan pinjaman d a rah se agaimana d imaksud pada aya t (1 huruf d 
tid diren canakan. 

(6) P n er· maan kembali pemberian plnJaman daerah sebagaimana d i aksu d 
pada ayat (1) huruf e tidak dire can an. 

(7) Peneriln aan pembiayaan lainnya s suai dengan ketentuan pera ran 
peru d n g-undangan sebagaimana dimaksud pada ay t (1) huruf f tidak 
dire an akan. 

Pa al 14 

(1) Anggar en ge uar embiayaan seba ·mana dim aks d dal P sal 12 
huruf b irencanakan seb s r p 2 .0 .0 .000,00 ( ima pu h du a miliar 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. Pe b n an dana c da an; 

b. Penyertaan odal daera h ; 

c. Pem b yara cicilan p kok u tang yang jatuh tern 0; 
d . Pem berian pinjam an daerah; dan 
e. Pen el aran pem biay an ainnya sesua · dengan ketent an peraturan 

perun dang-u ndangan. 
(2) Pembent k n dana ca dangan s bagai 

direncanakan sebesar Rp2 .000.00 .000 , 

n a d· a ksud pada ayat ( ) huruf a 

(d a p 11 h iliar rupiah). 

(3) Penyertaan modal daerah se agaimana d·m aksud pa a aya t (1) huruf b 

direncanakan s besar Rp20. 500 .000.000,OO (du a puluh m iliar lima ratus juta 
rupiah) . 

(4) Pembayaran cicilan pok k utang yang ja h tempo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c tidak direncan ka n. 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebag im ana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rpl1.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta 

rupiah). 
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya seSUal dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak 
direncanakan. 

Pasal15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp91.640.918 .762 ,00 (sembilan 
puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan belas 
ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) . 
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(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap 
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp91.640.918 .762,00 
(sembilan puluh satu miliar enam ratus empat puluh juta Sembilan ratus 
delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keper uan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan p ng luaran g b I se anggarannya dan/atau 
pengeluaran m elebih i pagu yang ditetapkan dalam peraturan a erah ini, yang 
selan·u nya dimasukan dalam perubah a n anggaran penda patan da n belanja 
dae ah Kabupaten Tasikmalaya tahu n anggaran 2022, dengan ta ta cara 
sesu i dengan cara terlebih dahulu m elakukan perubahan peraturan kepala 
dae a h tentang Penjabaran Perubaha n APBD, dan pemberitahuan epada 
Pimpin DP D selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi An ggaran. 

(2) Kea a darurat sebagaimana dima s d pad a ayat (1) me ·puti: 

a . B ncana alam, bencana on-al , encan sosial dan I atau kejadia n luar 
bia sa; 

b. Pelaksanaan 0 ert ongan; danl atau 
c. Ke al g d menggang keg· tan el yanan 

P 
(3) Keperlu a n mendesa k sebag imana dimaksud pada ayat ) meliputi: 

a. Kebu tu an a rah da a gka a anan dasar masyarak t yang 

an arannya elum te sedia dalam tahun gga ran be ·a lan; 
b. Bel nj daera h yang ersifa t mengikat dan bela j yang bersifat wajib; 
c. Pe geluaran daerah yang erada dilua r kenda i Pemerin tah Daerah dan 

tida da pa d iprediksi an sebelum a, sert aman t p raturan 
peru da n g- nda n gan ; dan/atau 

d. Pengelu aran daerah ainnya yang apabila d itu nda akan m en imbulkan 
kerugian y n g lebih bes r bagi P m erintah aerah d latau masyarakat. 

Pasal17 

Uraian lebih lanjut a nggaran pendapatan dan Be anja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, ter ntum dalam amp iran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Da ah i i terd iri dari: 
a . Lampiran I Ringkasan APBD ya g Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
c. Lampiran III Rincian APBD menu rut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 



f. 

g. 

h. 

l. 

J. 
k. 
l. 

m. 

n . 

o. 

p. 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lam piran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lam piran XIII 

La mpiran XIV 
Lampiran XV 

Lampiran XVI 
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Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD 

dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 

Daftar Perkiraan Pena mba han dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah dan Aset Lain-Lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah . 

Pasal 18 

Bupati m enetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Anggaran Pen d apatan 
dan Belanja Daerah sebagai lan dasan operasional pelaksanaan APBD . 

Pasal 19 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i d engan penem patannya da lam Lembaran Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
Pad a Tanggal 31 1)es ember 2021 
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TASIKMALAYA 

( 
I 
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